BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2023 NOMOR 14 SERIF NOMOR {42

Menimbang

Mengingat :

PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

:a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 Rancangan Peraturan

Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran
2022, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2022 sebagai rincian
lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran
2022;

. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2022;

. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); .

. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4346);




10.

11.

12,

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
5887, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72

Tahun ..../




13,

14.

15.

16.

1.

18.

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 18 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 63);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada
Pemerintah Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1425);

19. Pemerintah..../



19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
(Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 95 Seri A
Nomor 58).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN
2022
Pasal 1
Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022 terdiri atas :

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 63.697.940.720,38
b. Pendapatan Transfer Rp.747.768.612.267,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp. 4.770.438.489,00
Jumlah Pendapatan Rp. 816.236.991.476,38
2. Belanja
a. Belanja Operasi
1) Belanja Pegawai Rp. 302.597.270.620,00
2) Belanja Barang dan Jasa Rp.200.428.022.574,04
3) Belanja Hibah Rp. 4.341.470.519,00
4) Belanja Bantuan Sosial Rp. 2.680.894.480,00
Jumlah Belanja Operasi Rp. 510.047.658.193,04
b. Belanja Modal
1) Belanja Modal Tanah Rp. 3.809.591.686,00

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 40.139.658.407,23
3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp. 32.913.207.190,47

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan

Jaringan Rp. 76.764.915.652,00
5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp. 2.403.705.364,00
Jumlah Belanja Modal Rp. 156.031.078.299,70

c. Belanja Tak Terduga
1) Belanja Tak Terduga Rp. 169.282.111,00
Jumlah Belanja Tak Terduga Rp. 169.282.111,00



d. Belanja Transfer

1) Belanja Bagi Hasil Rp. 4.064.729.100,00
2) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 140.010.561.304,00
Jumlah Belanja Transfer Rp. 144.075.290.404,00
Surplus/ (Defisit) Rp. 5.913.682.468,64

3. Pembiayaan
a.Penerimaan Pembiayaan Rp. 68.800.843.921,28
b.Pengeluaran Pembiayaan Rp. 4.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 64.890.843.921,28

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp. 70.804.526.389,92

Pasal 2
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati Samosir ini.

Pasal 3
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal

1 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4
Penjabaran Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati Samosir ini.

Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal = 8 September 2023

BUPATI SAMOSIR,
Cap/Dto
VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan di Pangururan

pada tanggal

9 &ptmpar 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

RITA TAVIP MEGAWATI,S.Sos, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19650319 199203 2 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

TAHUN 2023 NOMOR 9.3 SERI F NOMOR d?ﬂ K




